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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

9. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Bab IV bagian kedua tentu penerapan 

UU narkotika terhadap anak-anak dibawah mur harus disesuaikan dengan 

UU yang digunakan adalah undang-undang yang sedang berlaku dan juga 

telah disahkan oleh pemerintah, kemudian dalam menerapkan hukumnya 

harus sesuai dengan unsur-unsur yang diinginkan dalam UU tersebut supaya 

UU tersebut menjadi efektif tentunya dengan juga memperhatikan UU lain 

yang terlibat dalam sebuah kasus dan juga UU yang relevan dalam 

menyelesaikan kasus tersebut.  

10. Sesuai dengan penulisan yang telah dilakukan perlindungan hukum bagi 

anak dibawah umur sebagai narkotika perlu diterapkan sesuai dengan 

hukum yang berlaku tidak hanya menimbang melalui hanya 1 sudut 

pandang hukum karena hukum positif yang mengatur dalam negara ini 

terdiri dari berbagai hukum sehingga setiap hukum tentu harus diselesaikan 

sesuai dengan asas yang berlaku dalam negara juga seperti asas lex spesialis, 

lex posterior, lex superior tetap perlu untuk dilakukan supaya tidak terdapat 

hukum yang tumpeng tindih maupun yang bertabrakan seperti dalam kasus 

anak sebagai kurir narkotika ini, perlindungan yang diberikan tentu bukan 

hanya dari segi hukum tentunya dari segi moral tentu juga perlu untuk 

dipertahankan karena dalam perlindungan ini yang memang secara khusus 

menyatakan perlindungan segi hukum tetapi dalam moral tentu juga perlu 

untuk dilindungi karena anak dibawah umur ini merupakan generasi penerus 

bangsa yang nantinya akan menjadi tiang penerus di negara Indonesia ini.  

Dengan penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat dikatakan dalam 

perlindungan yang diberikan tentu diperlukan dasar hukum sebagai bahan 

untuk mempertimbangkan tindakan perlindungan tersebut, anak-anak 

dibawah umur ini sebagai kurir narkotika tentu menjadi salah satu ancaman 

bagi negara karena hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi diri si anak dan 

juga perkembangan dimasa depan nantinya yang dimana anak-anak  telah 
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didik melalui orang-orang yang tidak berkompeten salah satunya adalah 

bandar narkotika itu sendiri yang menjerumuskan anak-anak dalam ranah 

hukum yang dimana seharusnya sebagai anak-anak mereka seharusnya 

bermain tetapi dengan paksaan diharuskan untuk bekerja sebagai kurir 

narkotika tersebut. Maka dari itu dengan perlindungan hukum yang jelas 

maka anak-anak tersebut dapat terlindungi dan menjalani kewajiban mereka 

untuk belajar agar mampu mengembangkan suatu bangsa suatu hari nanti.  

 

B. Saran  

1. Dalam hal penerapan hukum tentu harus disesuaikan dengan hukum 

yang telah berlaku seperti contohnya UU Narkotika, yang dimana dalam 

penerapannya diperlukan pertimbangan dengan UU lain yang dimaksud 

dengan menggunakan asas dalam penerapan UU yaitu lex spesialis 

derogate legi generali yang dimana hukum yang lebih khusus 

mengesampingkan hukum yang lebih umum hal ini tetap perlu 

diperhatikan dalam menerapkan hukum positif yang berada di 

Indonesia. Dengan itu anak-anak dibawah umur perlu diperlakukan 

sesuai hak yang dimiliki maka dari itu penerapan hukum yang dilakukan 

perlu dikaji lebih dalam supaya tidak saling bertabrakan yang 

menyebabkan kekosongan hukum.  

2. Berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli yang 

dimana dalam putusan ini memutus mengenai anak-anak sebagai kurir 

narkotika, yang seharusnya anak-anak tersebut seharusnya tidak 

dipenjara karena UU SPPA yang terdapat dalam pasal 3 yang 

menyebabkan dalam pasal 114 tersebut menjadi tidak dapat dikenakan 

kepada anak-anak dan juga dalam pasal 1 dari UU SPPA tersebut telah 

menyebutkan umur anak-anak yang dimana umur tersebut adalah 

dibawah 18 tahun dengan itu penafsiran yang dilakukan adalah Ketika 

sudah 18 tahun maka dianggap sebagai orang dewasa dengan itu hal ini 

terjadi hukum yang bertolak belakang menyebabkan kekosongan 

hukum tentunya dengan itu sebaiknya dalam melakukan pemutusan 

seharusnya hakim lebih mencari banyak referensi hukum mengenai 
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umur dari anak-anak tersebut seperti contohnya dalam UU SPPA 

tentunya selain terdapat pertimbangan yang dilakukan juga seharusnya 

tidak terburu-buru karena dalam penyelesaian kasus tersebut hanya 

melihat dari kesalahan si terdakwa tanpa menimbang lagi dasar-dasar 

hukum lain yang kemudian langsung memutuskan terdakwa dan 

memenjarakan terdakwa yang dimana seharusnya terdakwa tidak 

dipenjara.  

3. Pada instansi pemerintah tentu perlu menambahkan referensi bahwa 

diperlukan pengaturan mengenai anak-anak sebagai kurir narkotika ini 

karena kasus narkotika ini terdapat berbagai macam ragam tindakan 

yang dapat dilakukan sehingga diperlukan juga perincian mengenai 

tindakan-tindakan tersebut supaya dalam terjadi sengketa nantinya 

sudah tidak terdapat kekosongan hukum lagi maka dari itu dengan hari 

yang setiap hari berlanjut maka semakin banyak tindakan pidana yang 

semakin beragam hukum kita tidak boleh telat dengan perkembangan 

zaman yang terus berkembang, walaupun membuat 1 produk hukum itu 

susah tentu dengan terus memperhatikan fenomena-fenomena yang ada 

dalam masyarakat tentunya menjadi waspada akan tindakan-tindakan 

pidana yang baru muncul kemudian hari.  
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